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The life of a plural and multidimensional society could run well when supported by public space which
allows dialogical communication. Public space is seen as the melting pot of various groups of
religion, politics, culture, economic, etc. bearing own interest. Habermas presupposes that the ideal
public space can only be born into an ideal communication conditions, i.e. communication based on
trust between the various parties in order to reach consensus to solve various issues and common goal
through rational argumentation and way. However, such an ideal communication is difficult to be
realized when minimalism of public space takes part. The minimalism takes over the development of
public spaces covering institutions, actors, facilities, and ideas. In Indonesian context, Yasraf defines
minimalism of public space through various phenomena such as the superficiality, commodification,
banality, virtuality, transparency, and immorality. Such minimalism implies pessimism towards
sustainability and the future of public space as the milestone in the creation of dialogic and
democratic tradition. Public space minimalism becomes a threat to the life of the community which is
built on plural and inclusive paradigm. In this context, inclusive Islam needs to be highlighted. Not
only in the context of religious diversity, but also in the context of group diversity. Islamic inclusivism
should be extensively interpreted in order to face the rapid development of the globe.
Keywords: public space, minimalism, inclusive Islam
PENDAHULUAN
rde Baru memberikan banyak pengalaman sebagai bahan pembelajaran baik dalam skala
internal bangsa Indonesia maupun dalam skala global. Setidaknya, Orde Baru memberikan
suatu pengalaman betapa rapuhnya sebuah Negara bangsa yang dibangun di atas oligarki dan
otoritarianisme. Dalam bentang masa itu, Indonesia menjadi sebuah Negara yang kehilangan
pengalaman dalam menghayati kenyataan “keberagaman dalam perbedaan”, dan sebaliknya tumbuh
terkonstruksi dalam penghayatan “keseragaman dalam perbedaan”. Sepanjang era itu, tafsir atas
Bhineka Tunggal Ika sepenuhnya berada di tangan kekuasaan. Kita mengakui kebhinekaan, namun
makna “tunggal ika” ditafsirkan secara monologis oleh kekuasaan oligarki dan otoritarian, bukan ditafsir
secara dialogis oleh mereka yang bhineka itu. Dari situlah, masyarakat kita kehilangan penghayatan atas
O
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kebhinekaan serta kurang pengalaman dalam dialog meskipun secara kultural kita memiliki akar tradisi
yang di kenal dengan “musyawarah” dan “gotong royong”.
Layaknya komunisme, dahulu menjadi momok yang sangat menghantui masyarakat era Orde
Baru saat itu. Kini kekuasaan model Orde Baru yang oligarkis dan otoritarian, pula menjadi momok
yang terus menghantui masyarakat kita di era reformasi ini. Tentu yang menjadi momok adalah watak
dan model kekuasaannya, sebab watak dan model kekuasaan seperti itu dapat terulang oleh siapa pun
dan dalam level politik sekecil apa pun juga.
Sejak era reformasi mulai bergulir di negeri yang bhineka ini, kehidupan masyarakat mengalamai
transformasi dalam berbagai aspek. Pada aspek politik misalnya diwarnai dengan munculnya berbagai
partai politik yang merepresentasikan kelompok kepentingan masing-masing untuk ikut menjadi bagian
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Negara. Keran-keran aspirasi terbuka, dan setiap orang
merasakan kebebasannya untuk berpendapat. Peran dan partisipasi dari berbagai stack holder mengalir
cukup baik. Demokrasi semakin tumbuh mewarnai cara-cara setiap orang menjalani hidupnya. Dalam
aspek sosial budaya misalnya ditandai dengan semakin terbukanya ruang-ruang interaksi dan
berekspresi.
Ruang publik merupakan ruang yang paling memungkinkan berlangsungnya interaksi rasional
berbagai ide atau gagasan serta kepentingan baik individu maupun golongan untuk memperoleh bentuk-
bentuk kehidupan bersama. Dalam kerangka itu, sangat sulit membayangkan sebuah Negara dapat
berkembang tanpa ruang publik. Ruang publik semakin berkembang dengan ‘arena’ yang semakin luas.
Tidak saja dalam dunia nyata seperti warung kopi, forum-forum diskusi, seminar, symposium,
konfrensi, media cetak dan elektronik, dan lain sebagainya, tetapi juga merambah hingga ke dunia maya
dalam beragam rupa media sosial.
Permasalahannya, sejauh manakah beragam kelompok dan kepentingan dapat melakukan
interaksi rasional dalam wadah ruang publik? Sampai kapan dapat bertahan dalam relasi yang seimbang,
relasi tanpa dominasi, tanpa intimidasi, tanpa diskriminasi? Paper ini secara sederhana mencoba
membincang masa depan bangsa Indonesia dengan melihat masa depan ruang publik yang sedang
berkembang.
Ruang Publik Ideal
Ruang publik (public sphere) diperkenalkan oleh Habermas melalui dua karyanya yakni; The
Structural Transfomation the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society,
diterbitkan pada 1962, yang mengajukan gagasan ruang publik borjuis, dan Between Facts and Norms,
yang mengajukan konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberative [1].
Ruang publik pada awalnya terbentuk oleh kumpulan orang tertentu (private people) dari
kalangan elit atau borjuis dalam menyikapi otoritas kekuasaan pada masa-masa Aufklarung abad ke-18
di Eropa. Mereka berkumpul membincangkan secara kritis segala kebijakan dan mengatas-namakan
pendapat umum. Ruang publik terpisah dari ranah otoritas (Negara dan pasar) yang ada saat itu, bahkan
menempatkan otoritas sebagai salah satu patisipan publik dalam relasi yang setara. Karena setara, setiap
orang terberdayakan, tanpa rasa takut menyampaikan pendapat [2]. Dengan posisi seperti itu, ruang
publik menjadi sebuah kekuatan penyeimbang baru yang berfungsi sebagai arena diskursif kritis
terhadap kebijakan yang diproduksi oleh kekuasaan.
Terlepas dari berbagai kekurangan yang ditunjukkan oleh sejumlah kritikus setelahnya, gagasan
Habermas tentang ruang publik ideal masih cukup relevan untuk dilirik dan dikembangkan sesuai
kondisi yang kita hadapi saat ini. Habermas mengajukan tiga kriteria yang mencirikan sebuah ruang
publik ideal yakni; (a) disregard of status, (b) domain of common concern, dan (c) inclusivity [3].
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Disregard of status yaitu pengabaian terhadap problem status. Ruang publik tidak menghendaki
persamaan status. Setiap orang (private people), siapa pun dia dan dengan status apapun yang
disandangnya, memiliki kesempatan yang sama memberikan gagasan atau opini secara kritis terhadap
realitas terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Dengan demikian ruang publik
merupakan suatu ruang yang memungkinkan setiap orang atau setiap kelompok dapat membaur di
dalamnya dan dapat berpartisipasi atau turut serta dalam suatu perbincangan tanpa memperoleh tekanan.
Olehnya itu, ruang publik bukan ruang untuk memaksakan terciptanya persamaan, melainkan ruang
yang mengakui perbedaan dalam kedudukan yang setara (egaliter).
Domain of common concern yaitu domain yang memiliki perhatian pada prinsip keumuman,
tujuan-tujuan bersama, kepentingan-kepentingan umum. Dalam ruang publik idealnya tidak boleh ada
domain yang hanya dapat ditafsir oleh kelompok dan kepentingan tertentu saja, sementara domain
tersebut sebenarnya masih dapat dibincangkan secara terbuka dengan keterlibatan publik yang lebih
luas. Setiap pihak, meskipun merepresentasikan “kuasa”nya sendiri-sendiri, namun tetap dalam
kerangka kemaslahatan bersama.
Inclusivity yaitu adanya kesiapan dan kemampuan untuk menjadi bagian dari publik. Setiap
gagasan yang hendak dibawa masuk ke dalam ruang publik, tidak lagi menjadi gagasan tertutup,
melainkan gagasan yang dapat diakses oleh publik, dieksplor secara kritis, didialogkan untuk
melahirkan kesepakatan bersama. Konsensus kata Habermas, dapat dicapai melalui apa yang disebutnya
sebagai tindakan komunikatif. Setiap pihak mesti membuka diri terhadap gagasan pihak lain, dan
bersedia membincangkannya secara rasional tanpa kekerasan mental maupun fisik.
Ancaman Masa Depan Ruang Publik
Piliang menguraikan bahwa secara umum, ruang publik sangat ditentukan oleh relasi kuasa yang
berlangsung di dalamnya. Semakin dominan dan totaliter kekuasaan tertentutermasuk misalnya
dominannya dunia citra atas dunia nyata, maka semakin jauh masyarakat dari kondisi nyata dan semakin
minimal kualitas ruang publiknya. Sebaliknya, semakin egaliter masyarakatnya, semakin intens relasi
sosial di dunia nyata, semakin intens debat publik yang demokratis di dalamnya, maka semakin
maksimal ruang publiknya [4].
Oleh karena ruang publik merupakan medan pertemuan kelompok kepentingan, maka
sesungguhnya secara bersamaan ruang publik juga menjadi medan persilangan dan pertarungan
dominasi atau bahkan pertarungan hegemoni dalam istilah Gramsci. Masing-masing kelompok saling
mengajukan keunggulan gagasan atau kultural. Pertarungan-pertarungan ini semakin nyata dalam
kehidupan masyarakat kita saat ini, khususnya dalam kehidupan politik. Sayangnya, pertarungan
tersebut bukannya tumbuh semakin sehat untuk menghasilkan suatu tatanan publik yang dapat
menjamin kehiduan bersesama. Bahkan sebaliknya, cenderung membawa masyarakat keluar menuju
titik ekstrim terluarjika tidak ingin disebut radikal dan menjauh dari titik temu (yang substansi).
Pada kondisi ini, ruang publik tidak lagi menjadi wadah untuk menampung dan mengakomodir
beragam kepentingan melalui diskursus rasional, tapi cenderung menjadi wadah untuk sekedar
memenangkan perolehan legitimasi dengan cara apapun. Pertimbangan rasional tidak menjadi utama,
yang utama adalah citra. Mengkonstruksi “citra baik” bagi diri atau kelompoknya sendiri dan sekaligus
mengkonstruk “citra buruk” bagi kelompok selainnya. Dengan cara inilah opini publik direbut dan
dikuasai sedemikian rupa, sehingga menciptakan kehidupan publik yang berada dalam kontaminasi dan
dominasi kelompok tertentu.
Dalam konteks indenesia saat ini, Piliang [5] mengemukakan ancaman bagi ruang publik dengan
apa yang disebutnya sebagai “minimalisme ruang publik”, yakni minimalisme unsur-unsur pembangun
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ruang publik itu sendiri yang meliputi aktor, institusi, sarana, dan gagasan yang terdapat di dalamnya.
Sejumlah fenomena minimalisme ruang publik adalah:
a. Pendangkalan ruang publik, yaitu ruang publik yang dibangun oleh representasi atau tindakan tanpa
dilandasi pengetahuan luas dan memadai, tanpa landasan filosofis yang dalam, serta landasan moral
yang kokoh. Melainkan dibangun oleh berbagai strategi populer dengan kedangkalan visi dan
perpektif, serta memuja permukaan.
b. Komodifikasi ruang publik, yaitu dominasi dan kendali kapitalisme atas ruang publik. Tidak hanya
pada aspek ekonomi, melainkan juga pada sektor lainnya yang berkepentingan pada ruang publik
semisal politik, budaya, pendidikan, hukum, kesehatan, media, dan bahkan agama. Seluruh aspek
digerakkan dalam paradigma komoditas dan menggiring pada komodifikasi ruang publik, misalnya
komodifikasi pendidikan, komodifikasi informasi, komodifikasi kesehatan, komodifikasi agama, dan
sebagainya.
c. Banalitas ruang publik, yaitu merajalelanya dan dirayakannya segala hal yang remeh-temeh, yang
tak penting, yang tak esensi, dan yang tak bermakna. Terjadi pembalikan; yang esensi menjadi banal,
dan yang banal menjadi esensi. Segala hal yang menghibur, menyenangkan, memesona, dan
menghanyutkan, menyedot perhatian dan kesadaran massa serta mengambil alih segala yang esensi,
yang berguna bagi pembangunan, pembentukan karakter, dan pencerdasan bangsa.
d. Virtualitas ruang publik, yaitu didominasinya relasi dalam ruang publik oleh model-model relasi
virtual. Konsekwensi dari model-model relasi virtual adalah munculnya problem kebenaran
pengetahuan dan autentisitas yang dihasilkannya, sebab terdapat jarak yang tak berhingga antara
realitas sesungguhnya dengan realitas citraan, realitas simulasi, realitas palsu yang diproduksi dunia
virtual.
e. Transparansi ruang publik, yaitu runtuhnya batas-batasmelalui virtualisasiyang selama ini
memisahkan antara ruang privat dengan ruang publik, atau ruang publik anak dengan ruang publik
dewasa, dan sebagainya. Boleh disebut bahwa ruang publik virtual adalah ruang dimana semua orang
dapat menemukan hampir semua hal yang privat dan rahasia.
f. Imoralitas ruang publik, yaitu tergusurnya berbagai prinsip moral di dalam ruang publik oleh
kecenderungan pemutar balikan moral. Masing-masing pihak membuat batasan moral serta etik
menurut selera dan kepentingannya sendiri. Imoralitas ini misalnya ditandai dengan; hilangnya rasa
malu (cenderung pada ketidak-pedulian, kebebalan, mati rasa), hilangnya responsibilitas
(menyembunyikan diri di dalam kelompok, institusi, kerumunan, parpol untuk menyembunyikan
aib), serta absurditas dan ironi sosial (inkonsistensi, berlebihan, janggal, tidak biasa, di luar garis,
kontradiktif, abnormal).
g. Privatisasi ruang publik, selain fenomena yang diungkap Piliang di atas, dapat ditambahkan pula
bentuk minimalisme lainnya yakni privatisasi ruang publik, suatu bentuk pengambil-alihan dan
penguasaan ruang publik oleh kelompok tertentu. Salah satu contoh adalah hasil penelitian Obed
Bima Wicandra tetang pertarungan ruang komunitas mural di Kota Surabaya [6]. Dalam konteks
kontestasi komunitas mural, praktek perlakuan terhadap dinding jalanan sebagai ruang publik,
menampakkan demokrasi telah menjadi ilusi. Dapat dikatakan tidak ada ruang publik yang benar-
benar menciptakan ruang demokratis. Praktik kooptasi dinding jalanan menjadi “hak milik”
komunitas tertentu menjadi berlawanan dari konsep keadilan dan keragaman. Mural,
merepresentasikan kekuasaan, sementara senimannya sendiri adalah aktor penguasa. Ruang publik
tidak lagi sebagai tempat untuk merepresentasikan gagasan dalam masyarakat. Yang terjadi adalah
usaha pertarungan memperebutkan kuasa.
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Fenomena minimalisme di atas jika terus berlanjut, akan berdampak pada kemerosotan atau
terkikisnya karakter dan fungsi-fungsi ruang publik. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan
ruang publik yang seharusnya berlangsung rasional, egaliter dan demokratis.
Ancaman yang paling nampak dan kita rasakan adalah kondisi publik pasca kontestasi politik
pilpres 2014. Publik terpolarisasi sedemikian rupa dalam dua kelompok arus, yang disebutkan Amin
Abdullah dengan kelompok “nasionalis” dan “agamis”, atau dalam studi sosial, agama, dan politik di
Barat dikenal dengan sebutan “sekuler” dan “religious”[7].
Kelompok tersebut, menurut Amin Abdullah, tentu tidak otomatis menjadi representasi objektif
bangsa Indonesia secara umum. Bisa jadi, kedua kelompok tersebut sekadar menjadi bahagian kecil dari
mayoritas diam. Penggunaan kedua istilah tersebut mengemuka kembali lebih disebabkan kemampuan
keduanya merebut dan menguasai wacana atau opini di “ruang publik”, termasuk media sosial.
Kelompok pegiat media sosial yang menamakan diri dan mengangkat panji “Saracen”, yang secara ulet
menyebarkan berita bohong (hoax) sejak tahun 2015, mengkonfirmasi adanya perebutan kekuasaan di
wilayah publik oleh kedua kelompok tersebut. Ruang publik khususnya di media sosial yang dikuasai
oleh generasi melineal (digital native) dipadati dan dijejali berita bohong, fake news yang mengadu
domba, memecah-belah, memfitnah antara kelompok bangsa, cepat atau lambat akan merusak dan
menghancurkan persatuan dan kesatuan hidup berbangsa dan bernegara jika tidak diantisipasi sedini
mungkin. Jika tidak diantisipasi dengan baik, jika para elit politik (trias politika), agama, tokoh
masyarakat dan masyarakat sipil umumnya tidak mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan
mencari jalan keluar yang jitu, maka dengan sendirinya akan mengantarkan Indonesia ke jurang proses
Balkanisasi [8].
Urgensitas Islam Inklusif
Era modern yang cikal bakalnya sudah dimulai sejak masa Aufklarung (pencerahan), dapat
dikatakan sebagai arus balik dari era sebelumnya dimana agama menjadi panglima dengan otoritas total
di Eropa saat itu. Modernism hadir sebagai reaksi dan sukses membalik keadaan; dari absolutisme
agama menjadi sekularisme. Sains dan teknologi menarik perhatian setiap orang di seluruh dunia dan
sukses mengambil alih peran agama dalam mengatasi berbagai persoalan di segala aspek, baik pada
level individu maupun sosial. Agama dikesampingkan dan bahkan diprediksi akan mengalami
kegagalan dan kehancuran. Sayangnya prediksi kehancuran agama tersebut melenceng, dan dunia
modern disentak oleh fenomena semakin besarnya jumlah orang beserta ruang lingkup aktifitas yang
spiritnya justru terbangun dari agama.
Bagi Habermas, agama sangat potensial menjadi mitra sejalan, partner, dalam mengkritisi dan
meluruskan perkembagan masyarakat modern yang nampak keliru arah. Agama yang dimaksud adalah
agama di zaman postsecular; kurun masa yang menunjukkan kenyataan bahwa agama tetap bertahan di
dalam kehidupan masyarakat modern yang notabene sekuler. Masyarakat postsekular harus dimengerti
sebagai hasil dari proses saling belajar [9], atau mungkin dapat disebut sebagai sintesa dari dialektika
antara sekulerisme dan religious.
Habermas sebagaimana dikutip Irfan Noor, melihat dua model yang keliru dalam pemahaman
sekularisme, yaitu Verdrängungsmodell dan Enteignungsmodell. Model pertama melihat agama dalam
masyarakat modern akan lenyap dan posisinya akan digantikan oleh sains dan ideologi kemajuan
modern. Model kedua melihat sekularisasi dan modernitas dianggap sebagai musuh agama karena ia
telah melahirkan kejahatan-kejahatan moral. Kedua model tersebut bertentangan dengan kenyataan
masyarakat “postsekular”, dimana agama dan ilmu pengetahuan bisa hidup berdampingan [10].
Pandangan tersebut mengandung pesan bahwa, cukup keliru jika saat ini masyarakat kita masih
berdebat dalam ranah pertentangan pemikiran antara nasional sekular dan religius. Pikiran rasional yang
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berbasis pada kerja-kerja akal, sudah mestinya merangkul agama, begitu juga sebaliknya, dan
mengembangkan gagasan konstruktif bagi masa depan peradaban. Dalam konteks inilah, Islam sebagai
agama, sangat penting mengajukan konsepsi rasional dan terbuka (inclusive) bagi segenap elemen
publik, untuk kelangsungan ruang publik.
Secara etimologis kata “Islam” berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang memiliki
beberapa makna, diantaranya pertama, melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, kedua,
kedamaian dan keamanan, ketiga, menyerahkan diri, ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan, dan keempat,
memohon selamat dan sentosa. Kata “Islam” tersebut berasal dari salima yang berarti selamat, sentosa,
aman dan damai [11].
“Inklusif” berasal dari bahasa Inggris, inclusive yang berarti “sampai dengan” atau “termasuk”
[12]. Istilah ini digunakan menunjuk pada suatu keadaan atau sikap yang memandang kelompok lain
sebagai bagian atau termasuk dari keadaan tersebut. Selain itu istilah ini juga digunakan untuk
menyatakan bahwa sesuatu yang dimiliki seseorang boleh jadi juga terdapat pada orang lain, atau
kebenaran yang dimiliki oleh suatu agama, boleh jadi terdapat juga dalam agama yang lain [13].
Terkait dengan Islam inklusif Azyumardi Azra menguraikan bahwa, Islam sebagai agama terakhir
dari tiga ‘agama Ibrahim’ (‘millah Ibrahim, misalnya al-Qur’an [1]:130; Abrahamic religions) sesudah
agama Yahudi (Judaism) dan Kristianitas (Christianity), dapat disebut sebagai ‘sintesa’ kedua agama
sebelumnya. Salah satu kecenderungan utama agama Yahudi saat itu adalah legalisme. Di sisi lain,
Kristianitas memiliki salah satu karakter utama menekankan asketisme (zuhud). Islam disebut sebagai
sintesa ketika mengajarkan penting atau wajibnya mengikuti ketentuan hukum (syari’ah beserta
elaborasinya dalam fiqh), tetapi pada saat yang sama mengajarkan agar para penganutnya mengamalkan
hidup sederhana, tidak berlebihan dengan mengumbar hawa nafsu duniawi. Aspek eksoterisme Islam—
syari’ah dan elaborasinya dalam fiqh—menampilkan ‘Islam eksklusif’. Esoterisme Islam menampilkan
wajah Islam yang inklusif, akomodatif dan toleran—Islam wasathiyah, rahmatan lil ‘alamin. Islam
menghendaki kesatuan antar kedua aspek tersebut, tidak sepotong-sepotong [14].
Terdapat beberapa prinsip dalam ajaran Islam inklusif yang dapat ditawarkan untuk
mengantisipasi dan membangun ruang publik yang sehat. Beberapa prinsip yang dapat dielaborasi
menjadi sikap inklusif bagi setiap pribadi di dalam ruang publik adalah:
a. Meyakini kemestian perbedaan, keberagaman, dan kesetaraan (al-Hujurat: 13). Setiap pribadi
memiliki kesadaran bahwa karena Tuhan (al-khaliq) adalah “Yang Maha Tunggal”, maka seluruh
ciptaanNya (al-makhluq) pasti jamak, beragam, berbeda-beda, plural. Keberlangsungan hidup
semesta makhluq ini hanya bisa berlanjut dan berkembang melalui keberagaman yang saling
bergantung satu sama lain secara seimbang. Keseimbangan hanya bisa tercipta melalui relasi yang
egaliter. Keadaan yang jamak, plural, beragam, dan hal lain yang serupa, adalah sunnatullah, hukum
alam, kepastian  yang tak mungkin diingkari keberadaannya. Dalam perpektif ini, ruang publik yang
sehat mensyaratkan pengakuan seluruh elemen publik atas keberbedaan, keberagaman, serta
kesetaraan. Sebaliknya, mengingkari keberbedaan, keberagaman, serta kesetaraan adalah sikap yang
irasional dan kontra produktif atas hukum kodrat sosial dan cita hidup bersama.
b. Meyakini adanya nilai universal (al-Ruum [30]:30), yakni bahwa dalam keberbedaan dan
keberagaman itu, ada nilai yang selalu sama dikehendaki oleh siapa pun, kapan dan di mana pun.
Misalnya; keadilan, kedamaian, kebahagiaan, malu, dan lain sebagainya. Nilai inilah yang dapat
menjadi pijakan dan tujuan bersama dalam ruang publik. Menjadi titik start untuk menentukan titik
orientasi hidup bersesama, dan tujuan bersama. Dalam perspektif ini, meskipun ruang publik
terkonstruksi dari berbagai macam elemen kepentingan, tetapi ruang publik harus memiliki tata nilai
yang mengikat rasa kebersesamaan, nilai yang menjadi akar komitmen dalam membangun ruang
publik.
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c. Memiliki kesadaran kekhalifahan (al-Baqarah [2]:30, Saba [34]:28), yakni bahwa manusia
dihidupkan di dunia ini bukan secara kebetulan, bukan proses yang tidak disengaja, atau tanpa alasan
dan tujuan. Manusia dihidupkan di dunia ini untuk menjadi khalifah bagi terjaminnya
keberlangsungan hidup seluruh makhluq, tanpa memandang status kemakhluqan, status sosial,
golongan, agama, suku, kelamin, usia, Negara, dan lain sebagainya. Olehnya itu dalam konteks ruang
publik, tiga unsur yakni kemanusiaan, dunia, dan kehidupan, bukanlah sekedar nikmat atau hadiah
dari Tuhan, tetapi merupakan amanah yang memiliki konsekwensi pertanggung-jawaban. Ruang
publik mesti dipahami sebagai amanah bagi setiap orang dan setiap kelompok. Amanah ini wajib
dijunjung tinggi, untuk keberlangsungan tata hidup bersama.
d. Memiliki kesadaran rahmatan lil ‘alamin (al-Anbiya [21]:107), yakni setiap orang dengan amanah
kekhalifahan yang dimilikinya, bertujuan untuk membawa atau memberi rahmat bagi semesta jagad
(ruang) beserta isinya. Bukan untuk saling berebut kekuasaan, menciptakan permusuhan, pertikaian,
peperangan, serta berbagai bentuk kekacauan lainnya. Dalam perspektif ini, yang paling utama bagi
ruang pubik adalah memberi atau berkontribusi atas publik, bukan kesadaran menuntut hak pribadi
atau golongan atas publik. Memberi dan memenuhi hak-hak orang lain lebih utama dari pada
berseteru menuntut hak pribadi atau golongan masing-masing. Dengan begitu, setiap orang di dalam
ruang publik wajib berpartisipasi.
e. Berinteraksi dengan cara hikmah dan ahsan (al-Nahal [16]:125), yakni kemestian membangun
interaksi terhadap sesama manusia dan lingkungan dengan cara-cara yang bijaksana dan baik. Dalam
konteks ini, ruang publik sebagai medan interaksi kolektif, juga harus dibangun dengan hikmah dan
ahsan, bukan dengan intimidasi, kepalsuan, kebohongan, ingin benar sendiri, menghardik, mencela,
mengejek, dan lain sebagainya.
f. Mengambil keputusan melalui mekanisme syura (al-Syura [42]:38), yakni mekanisme pengambilan
keputusan untuk kepentingan bersama (al-mashlahat). Syura merupakan seperangkat nilai sosial dan
politik yang sebentuk dengan demokrasi [15]. Syura dengan demikian berkonsekwensi pada
kemestian bahwa setiap keputusan harus diambil melalui mekanisme musyawarah yang memastikan
keterlibatan seluruh elemen publik. Selanjutya bahwa segala keputusan dapat diawasi secara kritis
dan bersama-sama. Syura dengan demikian juga mengharuskan mekanisme pemilihan (sebagai
bentuk musyawarah) bagi pemimpin dan juga harus dapat diawasi.
Demikianlah enam prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan nilai dasar dalam membangun ruang
publik dalam pengertian yang luas. Prinsip-prinsip ini masih memerlukan pemikiran lanjut untuk
penyusunan langkah tindak lanjut yang strategis dan lebih kongkrit sesuai konteks yang dihadapi.
KESIMPULAN
Ruang Publik merupakan elemen pokok dari suatu Negara bangsa yang memiliki karakter plural,
bhineka, keragaman, dan memilih jalan demokrasi atau jika dapat jika boleh didepadankan dengan syura
dalam ajaran Islam. Semakin sehat ruang publiknya, semakin sehat pula Negara itu berjalan, begitu pula
sebaliknya. Masa depan ruang publik sangat tergantung oleh alam kesadaran dan pemahaman warganya
terhadap eksistensi ruang publik dalam membangung elemen-elemen pendukung ruang publik dalam
mmencapai kehidupan bersesama yang egaliter. Islam memiliki beberapa prinsip dasar untuk
membangun ruang publik yang sehat, yakni; kemestian perbedaan, keberagaman, dan kesetaraan;
meyakini adanya nilai universal; memiliki kesadaran kekhalifahan; memiliki kesadaran rahmatan lil
‘alamin; berinteraksi dengan cara hikmah dan ahsan; mengambil keputusan melalui mekanisme syura.
Prinsip-prinsip tersebut memerlukan cara untuk mewujudkannya dalam sikap dan tindak.
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